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DENGAN RAHMAT TUHAY YANG MAHA ESA
GURERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT T JAMBI s

» Belwa dalem rangke pelestarian lingkungan hidwp dipandang pérlu

mengavasi, menertibkan dan mengatur tate cara pelaksanaan kegi-
atan pertambangan di Propinsi Daersh Tingkat I Jambi,

» Dahva sektor pertambangan merupakan usaha potensial yang diha =

repkan menwnjang kegiatan pembangman Propinsi Daarah Tingkat
I Jambi. ,

Bahwa agar usaha pertambangan bahan galian 'golonrran C dapat
menjadi salah satu swber pemasukan keuvangan Daerah, dipandang
perlu menetapkan Pera.tvra.n Daersh tentang Tzin Fengugahaan Pere
tambangan Bahan Galmn Golongan C.

Undang=undang No.12 Drt.Tahun 1957 (LN,Tahwun 1957 Hms'?) tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah.

ndang-undeng No.61 Tahwn 1958 (IN.Tahwn 1958 Ho.112) tentang
Penetapan Undang-undang Darwrat No,19 Tahutl 1957 (L, Tahun 1957
No.75) tentang Pembantukan Daerch- daepsh Swatantra Tingkat I
Sumzters Barat, Jambi dan Riay sebagal Undang-undang.
Undang=wundang No,11 Tahun 1967 (Li¥.Tahun 1967 No.2l) tentang
Ketentuan-ketentuan Pokck=pokok Pertumbangan.
Undang=undeng No.1 Tahwn 1970 (ILN,Tahm 1970 No 1) tentang Ke =
selaratan Kerja.
Undang-undang No.5 Tahun 197/ (LN,Tahwn 1974 No.38) tentang
Pokok=pokok Pemerintaban Di Daerah,
Undang-undang No./. Tahwn 1982 tentang Ketentwn-—ketmtmn Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peruturan Pemerintah No.22 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undeng-
wdang No.1l Tahun 1967,
Pereturan Pemerintsh No.27 Téhun 1980 tentane Panadloncsesym Rabee



. : 9.:? eraturan Menteri Pertambangan No . 03/P/M/Pertembangan/1981
tentang Pedomon Pemberian Surat Tzin Pertambangan Daerah
. wtuc Bahan Galisn yang bulean Str"ztcg:.s dan buken Vital (Ba=
han Galian Golongan C).
Dengan Persetujunn Deven Pervekilan Rm\yat Daerah Propinsi
Daerash r":i_nﬂ“”*t I Jawbi.,

MEMUTUSKAN ¢

Meﬁefapl«:an ¢ PERATURAN DAERAI PROPTHSI DAERAH TINGKAT I JRI"iBI TENTANG
LSAxH.x PERTAMBANGAY BAMAN GALIAN GOLON WGAIl C. -

B viit B 10
Ketentuan Umum
Pasal 1.

Dalam Perotutan Dacrsh ini yang dimsksud dengan

ae Daerah adalah Wilayuh dalam Propinsi Daersh Tingkat T Jambi.

be Menteri adalah Menteri Pertambangan & Energi.

¢e Gubernur & epe.la Daereh adalah Gubernur Kepala Yaerah Tingkat
I Jambi. : '

de Kamwil Per tambangan dan Energi adalah Kantor Wilayah Pertame
tambangan Propinsi Daersh Tingkat T Sumatera Barat.

e. BupatiMalikotenadya Kepala Daerah adalsh Bupa ti/Walikotamas
dya Kepala Daerah Tingkat II dalan Propinsi. Daerah T:‘..ngka‘t T
Jambi, .

,Eu ¥ Penyelidikan Uimum adalsh penyelldnkan secara geologi unum
atau geofigika, didaratan, perairan dan dari uflara, segala
sesuatu dengan maksud wtuk membuat peta geologi umum atau
wmtuk menetapkan tanda-tands adanya galian pada uwmumnys.

g+ Eksploirasi adalsh segala penyelidikan geologi pergambangan
wtle menetapkan lebih teliti/seksema adanya dan sifat letakan
bahan galian golian.

h. Eksploitasi adalsh ussha pertambangan dengan maksud mtuk

menghasilkan behan galian dan meman.f‘aat&carmya.

1. Pengolahan/Pemurnien adalah usaha wuntuk mempertinggi daya
gwa/mutu behan galion golongan C dan memanfastkan dan meme
peroleh Ungur-wmsur yang terdapat pada bahan galian tersebut.

i Pengangkatan adalah segala useha/kegiatan memindahkan bahan
galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari
daerah eksplorasi. atau tempat pengolahan/pemurnian.

X Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan ha=
sil pengolshan/pemurnian atau hasil sksploitasinya.

i. Surat Izin adalah Izin Pertambangsn Daerah yang dikeluarkan
Oleh’ Guwbernur Kepale Daersh selanjutnya disngkat SPD.

mlt Ba}]an e C N0 ABREN
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‘dalam pasal 3 Undong=undang No ¢ 11 Tahwn 1967 30 Peraturan

- Pemerintah No : 27 Tahun 1980 yal‘cu golongan bshan gabml yang

e

“tidak termasuk golongen A den Bl

Turan tetap yaitu iuran yeng dibayarkan kepada Pemerintah Dae -
rah Tingkat I sebegai imbalan atas kesempetan penyelidikan:
Umun Explodasi atau exploitasi pada suatu Wilayah Kuasa.

Iuran Produksi yaitu iuran yang dibayarkan kepa\da Pemerintah
Daerah Tingkat I sebegai imbalan atas junleh produksi yang di =

' hasilkan

BAB 11
Jenis Bahan Galian
Pasal 2.
Bahan Galian Golongan C terdiri dari
1. Nitrat-nitrat.
2. Pospat.
3. Garam Batu.
e Asbes.

5, Talk,
6. Mika.

7. Magnesit.
8. Grafit.
9. Yarosit.
10. Leusit,
11, Tawas.
12, O°k e B
13, Batu Permata. _
1. Batu Setengah Permata.
15, Pasir Kwarsa.
16. Kaolin.
17. Fieldspar.
18. G i p s.
19. Bentonit.
20. Batu Apung.

22, Obgidian.

,23.P erlit.

R4e Tonah diatome.

25, Tanah Serep
26. Marmer.

27. Batu tulis.
28. Batu Kapur.

29. DOlOmit e PowROROOw




29. Dolomit.
0. Kalsit. . - :
1. Grenit, Andesit, Basolt, Trekhit, Koral (Batuen Bangunan).
I 32, Berbaged jenis tanah liat.:
&s Tansh liat tahan api.
be Tanah liat ball.
Ce Tangh liat untuk bahan=bahan banguman (Batu bata, genteng
dan semen)
33. Pasir, kerikil dan tanah latordit.

BAB III. _
Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
Fasal 3. "

(1) + Usaha Pertambangan Bahan CGalian Golongan C meliputi
a. Usaha Pertombangan Explorasi
be Exploitasi.

c» Pengolahan/panurnian.
d. Fengangkutan dan Penjualan.

(2) « Surat izin pertambangan Daereh selanjutnya disingkat dengan
SIFD adolah kuasa pertambangen yang berisikan wewenang wntuk
melakuwian semua atau sebagian usahs pertanbangan behan galian
golongan C sebegeinans dirsksud pada ayat (1) 4i atas.

Pasal 4.-

Setiap orang diloreng mengambil, nmengusahakan, memindahkan dan
meninglkatkan mutu, daya guna behon gelian golongen C sebagaima=-
na dina syl dalan pasﬁa 2 Peraturan Dasrah ini tanpa memiliki
SIFD yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah,

(1). Setiap kegiatans B8Ha Bl mengambil, manindahken, meningkat -
kan mutu dan atau daya guna dari suntu jenis bahan galian/bijih
yang termasuk dalam bahan galian golongen C baru dapat dilaksa-
nakan setolakh mendapat izin derd pejabat yang berwenang

(2) ¢ Izin yang dimakcsud dalan ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh
Gubernur Keprla Yseran setelah mendengar terlebih dahulu pertim-
bangan dari BupatifMalikotamadys Kepals Daerah dan Instansi = .1
instansi yang ada hubwngannya denzan peraturan perundang=-undangan
tata gwa tanah,

" (3). Bentuk suret izin pertamban -an Daerch (SIPD) sebagaimana dimek -
sud pesal ini ditentukan dan ditetapken lebih lanjut dengan Ke -
putusan Gubernur Kepule Daerah,

U

Paszl &.

Izin yeng dirmaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diberikan kepadas

s & _ ' &« Bzhan Usaha Milik Negara eeee.e.
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!;' 2. Bahan Usaha Mili: Negara.

be. Perusahaan Daerai.

e. Kopa_ras’i.

| de Badan Hukum Swagia yang didirikan sesuai dengan peraturan Pe =

rundang=1mdangan Repiblik Indoﬁesia, berkedudukan di Indonesia

dan bertujuen be.usaha dalam lapangan pertambangan' dan pengu =

| rusnya mempuayai kewarga negaraan Indonesia dan bertempat

! tinggal di Indor.sia.

¢e Persecrangan van; berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat

' tinggal di Daereh Tingkat II tempat terdapatnya bahan galian
Golongan € yang hersangkutan,

£ Perusa.héan dengsn. modal bersama antara Negara/Badan Usaha mi -
1ik Negara disatu pihek dengen Daerah Tingkat I dan atau Daerah
Tingkat IT atau Ferusshaan Daerah dipihak lain.

ge Perusahaan denge: modal bersama antara Hegara/Badan Usaha milik
Negara dan ztau Faerah/Perusshasn disatu pihak dengan Bahan Hu-
kum Swasta atau Perorangan dipihak lain.

BiB- IV,

i 1
: Tata Cars Memper~leh Surat Izin Pertambangsn Daersh (SIPD)
| Posel 7.

1) . Permchonsn SIFD diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah yang
Daersh kelcuasa  nnya meliputi Wilayah yang dimchon menurut
bentul terlamp v

(2) . Hanya pemchon ;=ang memenvhi persyaratan sesuai dengan Perature
an Daerah yang dapat dikabulkan.

(3) Untuk satu Wil yah pertambangan hanys dapat diajuken satu
pemohonan SIPD . . ;

| (4) « Poermdhonon SI - yar~ dimeksud dalen Fasal 13 cyat (l) harus

ii; dilwpiri dern n poia Wilaysh d:i.moho'}'ﬂcan yang mangajukan
batag=botesny seocra jolas dengen gkala perban perbanding=
an 1 : 1.000 (satu berbending scribu) dengan situasi yang
Persanglcutan. '

| (5) » Untuk permohonan SIFD yang dimaksudken dalam pasel 13 ayat

(3) harus diicapiri dengen peta wilayah yang dimohonkan

yang memmjuicn balzs-batesnya secara jelas skala perban =

dingan 1 310.000 (satu berbanding sepuluh ribu) dengen me =

i' muat pets sitvasi yang bersangkutan. Apabila untuk Wilayeh

yang sama dia;jukan beberapa permohonan yang memenuhi syaratb,

ma.ka yang per.ama~tema mendapat penyelesaian ialah permohon=

| .an yang terdah ulu.

| i PasalSBABT.":.'......'.--n-
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BAB ¥ '

Pemberian Surat Lzin Periambangan Daerah dan Masa berlakunya.,

(D).

(2}«

(3.

(4) s

(3],

€2).

(3.

(4) .

Pasal 8.
SIPD diberikan oleh Gubernur Kepdh Dacrah bagi pemohon pertem -
bangan, '
Dengan memperhatikan kepentingan pembanguman Daersh Gubernur
Kepala Daerah dapat menunjuk BupatifMalikotumadya Kepala Dae =

rah wtuk memberikan SIPD.

Sebelum Gubernur Kepula Daersh memberikan SIPD terlebih dahulu
dimintekan rekomendasi dari BupatiMalikotamadya Kepala Daerah
yang bersangkutan dan mstansl Pemerintah yang berkompetisi ten -
tang adanya hek-hak atas tansh serta masalah gangguan dan pen -
cemaran tata lingkungsn hidwp.,
Dalam setiap pemberian SIPD harus dipertimbangkan sifat fan
besarnya endapan serts kerampuan pemohon bailk tehnis maupun
keuangan.

Pasal 9.
SIPD diberikan untuk Jengka waktu msksimal 10 (sepuluh) tahun
dan’ dapat diperpenjang maksimal dua kali, dan setiap kali per =
panjangon izin berlaku wntuk jangka waktu 3 (tiga) tahw, atas
permohonan pemegang SIFD,
SIPD wuntuk jangks waktu melebihi ketentuan yang dimeksud dalam
ayet (1) pasal ini dap: .t diberikan setelah mendopat persetujuan
dari Menteri Pertembansan dan Energi Cq. Direktur Jenderal Per =
tambangan Umua, \
Bilamana diangzap perlu, gwma mclaksanakan eksplorasi dalam rang=
ke nenyusun studi kelayakan schagai bahan pertinbangan bagi persg
tujuan Menteri Pe;rtambangm dan Energi Cq. Direktur J enderal
Pertambangan Unws yang dimcdsudkan dalanm Pasal 13 ayat (3) dapat
diberikan SIPD selama 1 (setu) tshun dengen kemmngkinan perpan -
jangan 1 (satu) tehun ates permintaan yang bersangkutan yang
diajukan sebeluwa berakhirnys Jengka wektu yang telah’ ditentukan,
SIFD eksplorasi yang dimaksudkan dalam ayat (3) dan atau perpan -
Jangan masz berlakunya diberikan berdasarkan saren= tekhnis Di =
rektur J endaral Fertambangan Cqe Direcktorat Tekhnis Pertanbangan
dan atau Kanwil Departenen Pertambangan dan Energi.

Pasal 104

Surat Izin Pertambangan Dacrah (SIPD) azpat dipirdal tenganken dengan
persctujuan Gubernur Kepala Daerah,

Pa-‘?&-;l « 11 ........'... .
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Pasal .11.

Maéa berlakunya SIFD beralthir barena ¢
1. Dikembaliken oleh pemegang izin karena penegang tidak malan jutkan
usshanya lagi, dengan nemenuhi ketentuan sebagai berikut
@s Pengembalion Surat Izin dilekuken dengan menge jukan surat per-—
rotean tertulis kepada Gubernur Kepale Daerzh. .
be Pemyatau.n tertulis dimeksud disertei dengan alasan yang cukup, *
i tentang alasan penzembalian SIPD, _
| © Ce Pengembalian SIPD dinyatakan sah setelah disetujui olch Gubere
" nur Kepals Daerah.
2« Dicobut atau dibatalken oleh Gubernur Kepals Daerah sesvai dengan
| kevenangannya apabila pene egang SIPD,

ae Tidal memenuhi keotonituen yang ditetapkan dalam SIPD.

be Tidsk nmematuhi/mengindchkan petunjuk yang diberikan oleh yang
bervenang mengenai nenyelenggarasn ussha perta:abangan sesuai
dengan SIPD,

| Pasal 12,
Jika SIPD berckhir berdes:rzan kebentuan yeng dimaksud dalam pasal
11 Pereturan Daerah ini, ditempuh Tata Cara seba gai berikut 3
2e Segela beban yang nenjadi tanggung javab pemegang SIPD harus
diselesaikan menwrut Peaturan Perundang=undangan yang berlakt.i.
b, Wilayah kuasa pertambangan kaubali kepada Nega.ra./P emerintah Dae -
rah Tingkat I Jambi,
ce Segala seswatu yang dismaken wnbuk pengamanan, bangunan-banguman
'banbang dan kelanautan or—‘rnambangan bahan gah.an men,]adl hak dan

suatu penggantian lceru ian Icepa.da penegang SIPD,

d. Pemegeng SIPD harus menyerahkan semus klise, behan-bahan, peta
gambar-gambar ukuran tanah dan sedus data hasil penelitian keps -
da Gubernur Kepala Daerah Tenpa menurut penggantian kerugian,

BAB VI ,
Luas W'ils.y*lh SIPD
asal 13.

(D). Luvas Wilayah yang dapat diberiken wituk satu SIFB, meksimal 5
ha (lima hektar) .
Kepada peromanga hanya dap&t diberdkan 1 (satu)SIPD, sedangkan
kepada Badan Hukum dan Koperasi dapet diberiksn maksimal 5
(1ima)sTPD,

(2). Untuk permohonan sTED dengan Jullah 5 (1ima) bueh dengan luas
mas:t.ng-—masmg 5 ha (1ima) hektar wntuk behan galian yang seje =
nis dalam saty lokasi, dapat diberikan 1 (satw) SIPD.




_ < 8 & _ :

(3). SIPD dengan luas wilayeh melebini 25 ha (dwm pulth lima hek =
tar) hanye dapat diberikan oleh Gubermig Kepala Daereh sete =
lah mendapat persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi
Cq. Direktur Jenderal Pertambangan,

(4). SIPD . tersebut pada ayat 3 pasal ini hanya dapat diberikan ume—
tuk satu jenis bahan galian denga luas Wilaysh maksimal

1000 ha (seribu hektar). |
(5)+ Pa:egang SIPD dapat menciutken wilayah kerjanya dengan mengem=

balikan sebagian atau bagisn-bagian tertentu dari wilayah
dimaksud, dengen persetujuan Gubernup Kepela Daersh,
BAR VII
Iuran Pertambangan Dacrah,
Pasal lh.

Pemegang SIPD wajib menbayar iuran Pertambangan Daerah kepada Pe=.
merintah Daevah Tingkat I Jambi, menuub ketentvan dalenm pasal
15 dan 16 Peraturan Daersh ini,
_ Pasal 15,
(1)« Besarnya taris iuran tetap bahan galian golongan C ditenty -
kan sebagai berikut ¢
ae Iuran tetap surat izin pertambangan wntuk Daerah aksplorg Ls
lorasi adalah sebesar Rp.1000 1 Ha/tshw. Untik senua je=-
nis bzhan galian golongan C,
be Iuran tetap surat izin pertambangan wntuk Daerah Fksple w -
~tasi adalah sebesar Bpe 24500, 1 ha/tahune Untuk sema
Jenis bahan galian goleongen €, |
(2 ). Setiap kelambatan memboyar iupan tetap dikenskan denda Se =
besar 5 % perbulan, dengan ketentuan apabila kelambatan
kurang dari 1 (satu) bulan dihitwng menjedi 1 (satu) bular,
Pasel 16,

(1) Twan produksi ditentuksn berdasarkan satuan ukuran hagil
produksi wntuk setiap bohan galian yang Pembayarannys dils =
kukan selanbe t~lamba tnya tlap trivulan secara berkala,

(2) « Iupan produksi wntu setiap janis bahan galian berbeds satu

dengan laimmya dan bescrnya ditetapkan sebegainena terters
dalanm daftar sebagai berikut :

Daftar .I.....I..-‘OII..
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DAFTAR TURAY PRODUKSI BAiHAN GALIAN GOLONGAN C.

Yo, Bahan Galian/bijih Tursn Produksi untuk setiap ton 1 m3

Urut . wmtuk pemskaisn wntuk cksport tanmpa
dalam Negeri diolah

1. Nitratenitret Rp. 250/ton Rpe 400/ton
2. 'Pospat . ' Bp. 250/ton Rp. 400/ton
3,  Garam Bata . Rpe 250/ton Rpe 400/ton
Le  Asbes Rp. 250/ton Rpe 750/ ton
5. Talk Rpe 250/ton Rpa 750/ ton
€. Mika Rp. 250/ton Rpe 750/ton
7. Magnesit . Rpe 250/ton Rp. 750/ton
_ 8, Grafit Rpe 250/ton Rp. 500/ton
9.  Yarosit Rps 250/ton Rp. 800/ton
10. Leusit Rp. 250/ton Rpe 400/ton
¥k Tawas Rp. 250/ton R_p.. 750/ ton
12, Cker . Rp. 250/ton Rp. 750/ ton

13,  Batu Permata Rp. 10/% dari Rpe 10/% dari

harga jual harga jual

1. Batu setengah permata Bp. 10/% dari Rp. 10/% dari

harga jual harga jusl
15, Fasir Kwarsa Rp. 100/ton Rp. 200/ton
6. Kaolin Bp. 250/ton Rp. 500/ton
17.  Fildspar Bp‘.. 250/ ton Rp. 500/ton
18, Gips . Rp'. 250/ ton Rp'. 200/£on
19.  Bentonit Rpe 100/ton Rp. 150/ton
20,  Batu apung Rp. '75/ton Rp. 150/ton
2. Tras Rp. 75/ton - Rpe 150/ton
22,  Obsidin Rp. '75/ton Rp. 150/ton
23, Perilit Rp. 100/ton Rpe« 150/ton
2.  Tensh diatome Bp. 100/ton Rp. 150/ton
25,  Tamah Serap ' Rp. 100/ton Rp. 150/ton
26«  Marmer Rp. 500/u3 Ro. 500/m3
27, Batu tulis ~ Rp. 100/m3 Rpe 200/m3
28, Batu Kapur - Rp. 50/ton Rp. 100/ton
29, Dolomit Rp. 75/ton -Rp. 150/ton
N, Kalsgit ~ Rp. 100/ton Rp. 150/ton
31.  Grafit,Andesit,Baselt Bpe 200/m3 Rp. 300/m3

Trakhirt,Koral/Batuan
Bangunan.

32,  Berbagai jenis tensh
ldat _ _
3-’.0 Tanah liat tm &pj \-._a-:'a-oooo-.u-.-.-coa :
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&+ Tanoh Liat tahan api Rp. 125/m3 ‘Rp. 250/m3 -
be Tanah Liat ball Rp. 125/m3 Bp. 250/m3

ce Tangh Liat wntuk bahan _
banguwian batu bata gen

teng semen Bp. 75/m3 Rp. 100/m3

33. Pasir = dan Kerikils Tiw B L .
Pasir Rpe. 75/m3 Rp. 100/m3
Eavrdx oy Rp.100/m3 Rp. 100/m3

(3. Setiap kelambatan membayar iuran produksi yang melampui waktu
yang ditentukan delun ayat (1) pasal ini dikenakan dends se =
‘besar 5 %.

Pasal 17. _

(1. Turan tetap mavwpwn iuran explorasifexploitasi atau iuran Pro-
duksi oleh pemegang SIPD disetor Ke Kas Daerah Propinsi Dae =
reh Tingkat I Jambi, ‘

(2) . Pembagian dari hasil penerimaan iwran tetap dan iuran produ-
si tersebut ditentukan sebagai berikut
30 # wntuk Pemerintah Daerah Tingkat T.

70 # wtik Pemerintsh Daersh Tingkat II.

(3). Tata cara penyetoran dan perbagian sebagaimana dimaksud ayat
(1) dan (2) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Gubernur Ke =
pala Daerah,

Pasal 18,

(1) . Dibebaskan dari pembayaran iwran tetap dan iuren produksi s

&e Perorangan atau Badar Hukwm yang melakukan usaha pertam -
bangan bahan galian golongan C wntuk mendirikan bangunan
gua kepentingan Agana, Sosial dm Penclitian (Pendidikan)

be Pendudukan dolam ldnglingen lokasi yang menghasilkan bahan
galian golongan C sekedar wntuk mendirikan rumeh tempat - _
tinggal yang bukon wtuk runah sevasn atau runsh peruschaan,

(2) Untuk pembebasan yang dinaksud dalam ayat (1) Sub a pasal ini
diperlukan keterengen dari Kepals Daersh Tingkat IT yang bere
sengkutan. :

(3) . Untuk penbebasan yang dimaksud dalem ayat (1) swb b pasal
ini, diperlukan keterangan dari Camat/Lurah.

BAB VIII
Kewajiban Pemegang Izin
Pertambangan Daerah

F emegang SIPD wa Jib membayar iuran Pertambangan Daerah kepada Pe=
merintah Daerah Tingkat I Janbl, menurut ketentuan dalam pasal
15 dan 16 Peraturan Daerah ini. :

Pasal 19 tssssecenvoonss




R
Paszl 19
“ebslum izin didapatkan atas suatu Daerah atau wilaysh menurut ke =
werangan yang berlaku maka:: kepada mereka yang berlak atap tanah/
ramilik diwajibkan wntul memperolehkan pemegang izin mtuk melaksge
rokan usahanyn atas dasar pemufakatan dengan ketentuan
&> Sebelum pekerjaan dimuai diberitahiran kepadanys tempat dimana
pertambangan akan dilakukan dengan memperlihatkan suwrat izin
psrtambangan Daerah (SIPD) atau salinamnya yang sah.
. 8 Kepada pemilik tansh yang berhak atas to tanah diberikan ganti rugz.
atau jominan ganti rugi terlebih dalndlu,

Pasal 20, .
(1), Apabila atas sebldang tansh yeng bersangiutan dengan Wilayah
izin telah dibebani suatu hak, meke pemegang izin diwa jibkan
memberi ganti rugi yang Junlahnya ditentiukan bersama, berdasar =
kan pemufakatan kepada yeng berhek stas tansh,
(2. Jike tidak terdapat kata sepakat tentang ganti rugi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka ketentuannya diserahkan

kepada Bupati/Walikotamadyn Kepals Daersh setempat sesuai dengan

surat izin yang bersanglcuban, dengan memperhatikan Peraturan

Perumdang-undangan yang mengatur tentsng ganti rugi dan atau pwmn

pembebasan hak atau tanah,
(3). Dalam hal keduw: belsh pihek tidek dapat menerima penemusn ganti

rugl sebagaimans dimokeud dalam ayat (2) pasal ini, maka penen =

tuon selanjutnya diserahkon kepada Pengadilan Negeri setempat
Jyang meliputi Wilayah hukwn dimene tansh tersebut berada,
4)s Gootd rugi dimaksud dslsn ayat (1).(2)

mezang 1zin,

Pasal L. -

- B

Izin pertambangan yang diberikan pads sebidang tansh yang diatasnya

idak terdapat suvatu hak tidsk memberikan pula hak lainnye atas gebie

¢ tanah dimaksud atau bagien=bagiannya kecuali dengan persetujuan
“a*_.ubrlan izin,

Pasal 22,

(1} . Pemegang izin diwvajibkan mengganti kerugion akibat dari usahs -
nya pada segala sesuatu yang ada atas tanah dalam lingkungan
Daersh izin maUpUn d:_luamya dengan tidak memandang apzkah pere
buatan itu dilskuken dengan sengaja atau tidsk, maupwn yang
dapat diketahuinys atau tidak diketehuin sebelumya,

Re Kerugian yoNg eceeecesess

dan (3) pasal inivbesorts
gegala biayg yang berhubwgen dengan; itu, dibebarkaon kapada PR -

i et ke
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Kermginn vang disebabkan oleh usdha=uszha yang dilekukan oieh
seorang atau lehih panegang izin dibebankan xcepada seseorang

aton mercka bersama-sams.

Prsgal 236

('.I.) . Femegang 121‘9 diws jibkan wntuk membuat jalan ketempa t/lokas:.
penambangan dan mer.lpe”b-* ixi atas bebon dan biaya sendiri semua
ir.a-rl oken pada bohan jalan; bengmshebangman pengairen/Irigasi
tangpul dan bagion tansh yang bergwma bogi saluran air lebar

jelin, yang terjedi ataw diskibs vtken karena pengambilan/pertane

- tangan dan pengongkatan bahon=bahan galian berdasarkan perintsh
: /petunjuk Gubernur Eepal: Daerah dan atau Bupati/ hfal:i_kotajmdya

(2). Apabila pemegang izin tidak depat melakuksn pekerjasn terscbub

pada & r:;,_t (1) pasel ini, meka pe ckerjaan itu dapat dilakiken o~
( - lch Dinas Pekerjaan Umnum setempat dengan beban biaya pﬁe"ﬂng
‘_izin.

-y . El 7o - o SR . .
(3). ipabila keruscken yeng dimoksud dalam aynt (1) pasal ini dise=
-

babkan oleh lsbih seorsng pemegang izin, maka biaya tersebut

Pagsl 2.
(1) Femegang SIFD wajib memelihara keselarntan kerjs pengamanan
telinis dan ldinglomgen hidup serts menntuhi ketentusn vang bere
vl -laku dan atas petmjik-petmnjitk dari peloksanasn Inepclisi Tam=

bang Kentor Wilnyah Pertambangan don Energi.

N
0y
-

Pemepang SIPD wajib memberikan laporsn secars tertulis stas
pelaksanoan kegiaten setiap 3 (tim) bulan sekald Icepﬂ&e Gu -
bernur, dengan btembusan kepada Kantor Wildyah Pert'mbu.n?an

dan Energi serto Kepala Daerah Tingkat IT vang bers zmgkutem. '
(3) « Kewajiban sebapgoirons tersehut rada ayat (1) don (2) pasal
ini dicantumkan dalsi setiop izdn yang dikeluarkan oleh instan
si yang bervwenang.

Pasal 25,

Apsb llf_ selesal melakukon pencnbshgan bshan galian pada suatu
tempat pekerjaem, peregang SIFD yang bersangkuten diwajibkon

urtul mengembalikan keadasn tansh o edemikian rupa, sehingga tidak
menmbulkan balimye penyakit atau bohaya bagi masyaraket sekitarnya.

B—E&B IX..D.II..I..G....“I



BiB IX
Pengawasan Usaha Pertombangon
Pas2l 26

Penzowosan atas tetalizksrm, pertambanzan, iuran pertambangan diatur
oleh Gubernur Kepals Dacrch Tingkat I Jambi atou pejabat yeng ditwne,

- Juk. ; '

| Pasal 27.

Pengavason terhadap tekhiis pertambangan seperti yang dimaksud dalam
pasal 25 dilaksanakan berdasarkan Pernturan Perndong-mndangan yang
berlaku.
BAB X.
Ketantuon Pidana
 Pasal 28,

(1) . Diancon dengon hukumon penjarn sclamelomanya 6 (enom) tahwn den
dundz sotingi-tingrinya Rp. 500.000,~(lime ratus ribu rupiah),
baran: siapa yang melakukan uwschs pertambangan tanpa memilik SIPD.

(2) . Pedanzaren=pelanggoren lainnya terhadap ketentvan-=ketentuen da
Yom Pbmtumn Daerah ini, selain yang discbut dalam Pasal 28 aynt
(1), diancam dengan hukumen Pidane seswai pernturan perundang =
undon; ,un yong berlaku.

BAB K
Ketentun Peralihon
Pasal ™ 29

Semn hok pertambangan atou izin yang dimiliki oleh Peruschaon Negem,

Feruschaon Daersh, Koperasi, Perusahoan Swasta, Badanebadan lnin ataun

perorangan yang meﬁpemlcm hak berdasarkan peraturan pe nmdanwadang-

an yano ada gebelum sact berlokunya Peraturcn Daerah ini, dinyatoken
tetap berloku sampai izin yong lamn habis masanyn, keewld bila ada
ketentuon lain yang dikeluark-n oleh Gubernur Kepel: Daerah berdasarkan

Peraturon Daerah ini.

Pasal 30 -
Gubernur Kepals Daerah dapat mengambil tindokan apebila sesuntu pelak =
sanaan Usaha dan izin diangrmp aken nenimbulken skibat yeng membehaya =
kan dan merugikan kepentingan Je_,am, Daerch atau kcpmt:l.nu'an Unume,
Pasal 3.

Halehol yong belum diatur dolem Pernturcn Daerch ind akan ditetapkan

lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daersh sepanjans yang berkenan dengan

pelaksannannya.
BAB XII
Ketentuan Penutyp

Pa'sa‘l 32.. ..'......‘...‘.....“‘
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. Pasnld

32.

1. Peratwran Dzerah ini mulai berlaku seja.k dimdangsan dalam Lem =
baran Daersh Propinsi Dacroh Tingkat I Jambi,.

2+ Dengan berlakunye Poraturan Daerah in:l., maka Peraturén Daerkh .

* Propinsi Daerah Tinskat I Jambi Nemor : 9 Tahwun 19'?6 dan semua
Peratwan/Ketentuen Pelaksonaermya dinyatokan tddsk berlaku lagl.

DEYAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

GUBMHR KEPALA DASRAN TX I Jﬂ‘

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

KETUA
tid
SUPOMNO

Di\mdangkan Dalan Lembaran Deersh Propinsi
Daerah Tingkat I Jambi Nomor : 102 Tanggal.
29-9=1983 Serd : B Nomor 3 2

Sckreteris Wilaysh/Daarah
Dto

Drs.H. ABDURRAMMAN SAYOETT -
- NIP & 430000332

il
NMASJCHUN SOFfWAN - SH

DISAHKAN

Denzan Surat Keputusan Mentori Dalam
Negeri Tangen). 23-2-19¢3 Nomor 3 540«
25=093

Dircktorat Jenderal Pamerintchan Uses
dan Qtonomi, Daersh

Direktorat Pembinasn Pemerintahan
Daerch,
Do

Dﬂ . H.' SOEMARNGC




Lampir:n s Pemti:mn Da.e‘mh Pmpi.nsi Daerah
' Tingkat I Jambi,
Nomor ¢ 13 Tahwn 1931
- ‘I’am,ga.l 3
Tentans 1 Izin Pengusahsan Pere
tombanson Bohan GQJ.:!m
Golongan C.

=== PO e S : : SR raatS

G800 ssnersessasressusensanees

3o t Kopade Yth &

Lanpiran : - Bapek Gubornur Kepala Daerah
Perihal .. tPeI‘E:Ohonan I_Ziﬂ'Pel“ ' Mﬂt I eaesstnsassannsee
" tambangan Daerahs di -

BP0 BEERFROIRNRRRROERSIRRRERRS

Demgon hormat,

Yan-; bertanda tangan dibaweh ini kami 3
ae Nama/nama Peruschaan 3

beAlamat s
dengan ini mengajukan pemohman Izin Pertambangan Daerah
sebagai berikut :
1. Jongka waktu : - Tahwn
2. Bahan galian t
3, Luag wilayah ¢
4s Terletak di ¢ Kecanatan
' Kabwaten

5, Dengan batas-batas

6. Schel-1 Utara
Schelar Timur
Scbelan Selatan
Scbelsh Barat

e o8 i e

Schagal bahan pertimbengon, bersama ini kami sampaikan
1 (satuw) vota wilayah pertambangan dengan skala 1 ¢ 1000 atau
Bk&l.'.l 1 ...OaODO.

Llns porhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasif.

Hormat Kemdi,




Penjclasan Feraturon Doerch Propinsi Daersh Tingkat I Jambi
Nomor : 13 Tahwn 1981 Tentang Izin Pengusahaan Pertambanggn Bahan
' Galion Golongan €,

Penjelasen Umm
1. Undang-wndang Yomor & 11 Tahun 1967 “tentang Ketentuan-ketentuan
pokok pertambanzan, telah mengatur mengenai Pertambangan dalam ga=
ris besar dan memerlukan peraturan pelaksannan lebih lanjut,
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tammn 1969 tentang pelaksa-
naon Undang-wndang Nomor : 11 Tahun 1967 telah di tetapkan kevenang
an Pemerintah Dacrah Tinckat I wtuk mengatur usaha pertambangan
bahan galinn golongan C,
" Dengan berlakunyn Teraturan Pemerintah Nomor 27 Tahim 1980, yang
' merobah serta menambah beberapa jenis bahan galian golongan B HeNne=
jadi bahan.galion golongan €, maka dipandang perlu mengadakan pe -
Nyesvainn denpan perobahan tersebut, yaitu dengan n b Peraturan
- .Daerah Propinsi Daerah Tingkat T Jambs Homor : 9 Tamm 1976,
Di dalam Peraturan Daepah ini dintur nengenoi kevenangan Pemerdin
tah Daernh Propinsi Daerah Tingleat I Jambi Dengenai usaha pertam =
bangan bahan galian golongan C, dan menetapkan hak dan kewa jiban
pemegang izin, :
1. Penjelasan Pasel dani Pasal :
Pasal 1 Cukwp Jelag. |
Pasal 2 Jenis bahan calian yang dicantumkan dalam Pasal ini sesuai
: dengan jenis bahan Zolian golongan C yang ditetopkan dalan
Peraturan Panerintah Homor : 27 Talum 1980,
Pasal 3 Usahn pertambangan. yang dicantumcan dalam Pasal ini sesuni
' dengon ketentuan yangz ditetapkan dalan Undang=undang Nomop ;
11 Tahun 1967, {i
Pasal 3 dicantunkan dengan maksud wtuk membari’-:kasempata.n
kepada pengusaha yenz hanyn fiimpu nelakukan sebagian atau
salah satu dari usaha pertambangan dan juea dengan tidak
nenutup kemmgkinan bagi pengusaha yang mampu melaksannkan
_ Semun tahep usaha pertambansan,
Pagal 4 Cukup jelas. _
Pasal 5 Surat izin pertanbangan Deersh wntuk usah2 eksrlorasi yaitu
svatu kuasa usaha pertambansan yang bertujuan wntuk nenye -
lidiki seeara lendetdil mengenai hahan galian golongan C,
yeng meliputi tebal endapan, dan kadar endopan (wmtuk me -
ngetahui nilai bahan palian yang diselidiki),
Pasal 6 Pasal ini dleontumkan wtuk nemberikan fasilitag kepada Pesus-
rusabnan Nerara, Daerah atau Koperagi figiperoleh SIPD denjen t
an tujuen zuns memudahkan perbinaan pengawasan dan pener -

tiban usqha pertambansan bahan galian golongan C,

PaS&l 7 Ssusssasnsnse
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Pasl 7 Peta Wilayah/Lokasi yang dilampirkan dnlem permchonan SIPD,
harus menumjukan batas=batas areal serta batas pemilikan/
penguasaan tansh oleh dan dard rekyat, dilihat/divkwr dard
titik tetap dengan mengantumkan koordinat yang jelas.

Pasal 8 (1). (2) Surat izin pertambangan Daerah diberikan oleh Gu =

"~ bernur bagi permohonan pertambangan bahan galian golongan C
setelah dipenuhi persyaratenppersyaratan yang akan ditentukan
dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Dengan memperhatikan jenis bahan galisn golongan C, luas a =
real yang dimaksudken dan jumlah deposit yang ada, Gubernur
Kepala Yaerah dapat memnjuk Kepala Daerah Tingkat IT dimana
bohan galian golongan C torsebut diuschakan, wmtuk memberi -
kan SIPD atas nama Gubernur. :

Penentuan Klasifikasi jenis bahan galian golongan C, serta
lurg areal yang dimobonken tersebut akan ditetapkan kemudian
dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8 (3); (4) Pasal ini mengatur agar areal usaha pertambangan yang

° menyangkut kehutanan ateu perairan uwmum serta hak-hak lain
di atas tanah tersebut, sebelum permchonan diajukan, peto lo=-
kasi harus dilegalisir oleh Instansi Agraria, Kchutanan dan
Penganiran setempat terlebih dahulu. .

Pasz)l 9 Untuk beberopa jenis bahan galien golongan € antara lain batu
kapur, batu andesit, batu granit dan mormer yang penambangaone
nya dilakukan secara mekanis, dimans sebelun kegiatan penam =
bangan dilaksanokan, terlebih dehulu dilekukan pekerjaan ek = -
sploresi/analisa laboratorium , contoh dan sebagainya, nake t
tas fatwn tekhnis dari Kantor Wilayah Departeman Pertambange
an den Energi barulah Gubemur Kepala Daerah mengeluarkan
SIPD eksplorasi.

Pasal 10 s/d Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Iuran Tetap meliputi

(1) Iuron Daerah eksplorasi dimaksud sebagad imbalan yang die
beyarkan kepada Pemerintzh Daerah atas kesempatan yang
diberikan untuk mengadakan penyelidikan secars mendetail
pada swtu areal tertentu (Luns areal ditetapkan per=ha).

(2). Turan Daersh eksplorasi dimaksudkan sebagei imbalan yang
dibayarkan kepada Pemerintah Daerah atas kesempatan yang
diberikan wntuk mengadakan pensialian bahan golongan C
pada swtu areal tertentu (Luns arenl ditetapkan PereHs).

Pﬂ-sal 15 l'.‘l“‘.'l..-.l..l
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Pasal 15 o. Iuwren eksplorasi ialsh iuran produksi yang dibayarican
kepada Vegara dalam hal pemegang kuasa usaha pertam =
bangan eksplorasi mmdapat hasgil berupa bahan gelian
vang tercali atas kesampatan eksplorasi yang diberi =
kan kepadanya. : ' ’

be Iuran eksplotasi ialah iwran produksi yang dibayarken
kepada Pemerintah Daerah atas hasil yang dipez'om-
 penguscha pertambangan eksplotasi berwpa satu atau
lebih bahan galian golongan Ca
Satuan wkwran hasil produksi wntuk setiap jenis diten-
tukan berdasarkan berat per-ton atau per M3 (meter
kubik) .

Pasal 16 Cukup Jelas.

Pasal 17 Cukw Jelas.

Pasal 18 Agalah wajar bahwa kegiatan pembangunan rumah-rumeh tenje:
pat tinggal, rumah peribadatan dan pendidikan, penelitian
ilmish bagi bagi perguruan tingzi diberi dispensasi dalan

: pelakganaan Pe aturan Daerah ini.

Pasal 19 s/d 23 Cukup Jelas.

Pasal 24 ayat (1)s

Yamg dimoksud memelihara kesehatan kerja yaitu perlin -
dungan atas keselamatan kerja dalam melakukan pekerjaan-
nye. sebagaimana dumaksud dalam Undang-undeng Nomor ¢ 1
Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan atau peraturan
pelaksanaannya.. '
keterpaduan pelaksanaan kebijaksanaan Nasional tentang
pengelolaan Lingkwmgen Hidup sebagai dimaksud dalam
Undang=undang Nomor : 4 Tehun 1982 tentang Ketentuan =
K otentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidups
ayat (2) Cukwp Jelas.
ayat (3) Dengan adanya kewajiban tersebut yang dijadiken
salah satu syarat dalam pemberian izin, maka penyeleng =
gora bideng usaha pertambangan sehanta'.asa. terikat gua
melakukan tindaksn pelestrfin kemapuan Lingkwgan Hidwp ..
wtuk menun jang pembangunan yang berkesinambungan.

Pasal 25 s/d 32 Cukwp Jelas.



